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Pemikiran filosofis dalam hukum Islam merupakan 
kajian penting dalam perumusan dan penerapan hukum 
Islam, terutama dalam kegiatan istinbath hukum bagi para 
mujtahid atau bagi siapa saja yang mendalami ilmu fikih. 
Dilihat dari segi kepentingan dalam istinbath, filsafat 
hukum Islam ini memang tidak menempati urutan teratas 
sebagaimana ilmu ushul fiqh, karena ia lebih merupakan 
pelengkap dan pemantu ilmu ushul fiqh serta suatu ilmu 
dengan gaya berpikir filosofis, sehingga memberi 
keyakinan kepada umat Islam bahwa hukum Islam adalah 
hukum yang memastikan maslahat dibalik sebuah 
istinbath-istinbath hukum.  
Landasan berpikir filosofis selama ini telah diajarkan 
ketika kuliah ushul fiqh dan juga pengantar ilmu ushul 
fiqh, akan tetapi materinya belum mencapai secara spesifik 
ke arah berpikir filosofis dalam hukum Islam. Walaupun 
dalam buku ini tidak membahas pemikiran filosofis dalam 
hukum Islam secara utuh dan menyeluruh, setidaknya 




memadukan pemikiran filosofis dalam meng-istinbath-kan 
hukum.  
Filsafat hukum Islam memiliki posisi strategis dalam 
konstalasi kajian Islam secara umum, terlepas apakah 
kita setuju atau menolak dengan istilah filsafat hukum 
Islam, namun diyakini kegunaan dan perannya yang 
sentral dan fundamental bagi kaum Muslimin. Dengan 
optimalisasi pengembangan tradisi keilmuan filsafat 
hukum Islam di tengah-tengah masyarakat kita, maka 
substansi ajaran-ajaran agama Islam akan sangat efektif, 
dinamis dan mendalam.  
Ada banyak tesis pemikiran diajukan oleh para 
pakar, dan cendekiawan tentang fenomena kondisi 
peradaban kaum muslim yang stagnan. Namun yang 
cukup menarik disimak, pemikiran yang diajukan oleh 
Prof Dr. Osman Bakar. Ditanggalkannya filsafat dari 
tradisi keilmuan Islam, menjadi penyebab utama 
mundurnya tradisi keilmuan di kalangan masyarakat 
muslim secara meluas.  
Seandainya filsafat diajarkan sejak dini, maka filsafat 




dengan disiplin ilmu lainnya. Filsafat hukum Islam, saat 
ini merupakan disiplin yang sangat dibutuhkan oleh 
umat Islam, khususnya di Indonesia. Filsafat merupakan 
disiplin intelektual yang agak berbeda dengan disiplin 
lain seperti hadits, fiqh, atau tafsir. William Chittick 
membagi ilmu ilmu menjadi dua tema besar, yang 
bersifat intelektual dan nukilan.  Filsafat merupakan 
disiplin yang sepenuhnya intelektual. Karena sifatnya 
yang intelektual sepenuhnya, maka kebenaran filsafat 
valid apabila ia disaksikan secara personal. Dalam hal 
ini, pengetahuan lebih merupakan perjumpaan 
eksistensial personal. Bukan sekadar kutip mengutip 
pendapat para ahli.  
Argumen pemikiran Chittick sangat kental warna 
tasawufnya. Mungkin ini akan jadi hal yang aneh di mata 
masyarakat disini yang terbiasa membedakan dan 
memisahkan filsafat dan tasawuf. Walaupun jika mau 
dikaji lebih jauh, tasawuf merupakan sejenis filsafat juga. 
Dalam karya filsafat masterpiecenya Iqbal, filsuf India 
tersebut sampai menghabiskan dua bab, dari tujuh bab 




kesadaran mistik lengkap dengan cara pembuktian 
keabsahannya secara ilmiah di dunia modern. 
Pembahasan kesadaran mistik menjadi sangat penting di 
negeri ini, mengingat banyak sekali orang yang 
menjajakan pengalaman mistik dengan mensyaratkan 
cuti nalar dan pemenggalan logika kepada para 
pengikutnya.  
Kegunaan filsafat hukum Islam yang lain ialah, 
tantangan dari kemajuan sains seperti rekayasa genetika, 
isu cloning dan juga pandangan para saintis ateis yang 
menolak keberadaan Tuhan, semisal Hawking atau 
Dawkin tentu tak dapat melawan argument-argumen 
mereka dengan hanya menggunakan hadist atau ayat 
suci. Bagaimana mungkin ayat suci dan hadist dapat kita 
sampaikan, jika keberadaan Tuhan telah mereka 
gugurkan. Hal ini menjadikan akal beserta dalil dalil 
logisnya, merupakan satu-satunya senjata untuk 
menghadapai tantangan modernisme terhadap 
keabsahan agama Islam. 
Lalu apakah benar filsafat hukum Islam itu benar-




perdebatan yang cukup sengit, apalagi jika ingin 
dilawankan secara vis a vis dengan filsafat Barat, tentu 
tidak apple to apple. Karena Barat bukan lawan Islam. Di 
Barat ada Barat dan Timur, sebagaiman di Islam juga ada 
Barat dan Timur secara geografis. Hal ini menyebabkan 
secara istilah filsafat Islam, menjadi perdebatan di 
kalangan akademisi. Sebagian pemikir merasa tak perlu 
membedakan mana filsafat Islam dan mana filsafat bukan 
Islam. Hal ini dengan argumen filsafat merupakan 
hikmah yang merentang sepanjang zaman. Dr 
Mohammad Iqbal termasuk yang berpendapat demikian. 
Tradisi filsafat Barat, bagi Iqbal hanya merupakan 
lanjutan dari tradisi keilmuan Islam di masa lalu. 
Pembahasan bisa diperluas misalnya, dimanakah 
letak islami dari filsafat Islam? Apakah pada subject 
matter filsafat, pada metodologinya, atau pada apanya? 
Apakah seandainya sebuah perpustakaan filsafat Islam 
yang dibangun oleh orang non-muslim, lantas menjadi 
kehilangan keislamananya? Apakah seandainya buku 
buku Ibn Sina dan Mulla Sadra dicetak oleh penerbit 




Karena pertimbangan pertimbangan yang sedemikian, 
maka sebagian pemikir memilih untuk menggunakan 
istilah filsafat arab.  
Sedikit saya sampaikan bahwa beberapa tema filsafat 
Islam bisa dibagi menjadi tiga tema besar, tema yang 
sama dengan filsafat Yunani kuno, tema yang secara 
istilah sama namun substansinya baru, dan tema yang 
benar benar baru. Tema yang baru ini benar-benar baru 
dan khas dalam filsafat Islam: seperti tema wujud, maqulat 
awali dan tsani dll, yang merupakan isu baru yang belum 
ada dalam tradisi filsafat Yunani Kuno. 
Bahkan dalam filsafat Mulla Sadra misalnya, wujud 
menjadi tema sentral dan utama dari seluruh bangunan 
filsafatnya. Sampai-sampai seorang pakar filsafat 
Heidegger yang bernama Prof Henri Corbin yang 
membandingkan antara pemikiran filsafat Mulla Sadra 
dan Martin Heidegger, dia sampai pada suatu 
kesimpulan yang mencengangkan. Yaitu filsafat 
Heidegger tak lebih hanya serupa catatan kaki atas 




Manfaat lain dari filsafat hukum  Islam ialah, 
fungsinya sebagai alat berpikir kritis, logis, dan analitis. 
Seandainya umat Islam memiliki corak berpikir filosofis 
yang kuat, hal ini tentu dapat menghindarkan umat 
Islam dari upaya pihak-pihak tertentu yang 
mengatasnamakan agama Islam demi kepentingan 
syahwat politik praktis dan kepentingan golongan 
tertentu. Dan sebaliknya, absennya tradisi filsafat Islam 
dari kalangan umat Islam menyebabkan mudahnya 
provokasi atas nama agama Islam menghantam sendi-
sendi kerukunan umat, termasuk kasus terorisme yang 
kini banyak terjadi di sekitar kita.  
Hal ini tentu mengkhawatirkan. Mengingat masih 
saja banyak pihak yang tak segan-segan untuk 
berlindung di balik nama agama Islam. Demikianlah 
diantara manfaat filsafat hukum Islam yang bisa kita 
harapkan, seandainya tradisi filsafat hukum Islam dapat 
ditumbuhkan di tanah air, yang merupakan negeri 
muslim terbesar. 
Diakui atau tidak, kajian tentang filsafat hukum Islam 




klasik dan pertengahan Islam. Para ahli hukum Islam pada 
masa itu berhenti pada konsep maslahah sebagai tujuan 
hukum Islam (maqasid al-syari‟ah) ketika berbicara 
mengenai filsafat hukum Islam.  
Beberapa persoalan filsafat hukum Islam yang muncul 
dewasa ini adalah berkaitan dengan demokrasi dan 
keadilan, hak asasi manusia (HAM), persoalan gender, dan 
masalah-masalah serupa dalam dunia modern. Pada masa 
modern, filsafat hukum Islam dikembangkan oleh 
beberapa ahli hukum Islam dalam menjawab berbagai 
permasalahan di dunia modern tadi.  
Para ahli hukum Islam modern merumuskan beberapa 
teori-teori baru yang umumnya memanfaatkan ilmu-ilmu 
humaniora dan sosial, maupun sains yang berkembang di 
Barat. Beberapa di antara teori-teori baru tersebut adalah  
teori double movement, teori redefinisi nasakh, teori 
hudud, dan teori hermeneutika. Pendekatan para ahli 
hukum Islam modern tersebut menandai arah baru 
pengkajian dan pemikiran filsafat hukum Islam dewasa ini.  
Tulisan ini menguraikan  tentang ; Konsep Filsafat 




Filsafat Hukum Islam dalam mewujudkan masyarakat 
harmonis. Disamping itu juga disinggung tentang 
pemikiran awal filsafat hukum Islam dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi perumusannya, serta beberapa 
persoalan yang menuntut dilakukannya perubahan dalam 
pemikiran awal filsafat hukum Islam tersebut. # 
 
1. Konsep Filsafat Hukum Islam 
Istilah Filsafat berasal dari perkataan Yunani 
Philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan (philein = 
cinta, dan shopia = hikmah, kebijaksanaan). Filsafat sering 
diartikan dengan alam berfikir, dan berfilsafat adalah 
berpikir. Tetapi tidak semua kegiatan berpikir bisa 
disebut filsafat. Berfilsafat adalah berpikir menurut tata 
tertib logika dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, 
dogma, dan agama) dengan sedalam-dalamnya sehingga 
sampai ke dasar- dasar persoalan. Ini sesuai dengan tugas 
filsafat yaitu mengetahui sebab sesuatu, menjawab 
pertanyaan-pertanyaaan fundamental.  
Ada pula yang menyebut istilah filsafat (philosophy = 




yaitu falsafah yang diturunkan dari kata Yunani yaitu: 
Philein  yang berarti  mencintai,  atau Philia  yang berarti 
cinta, atau Philos yang berarti  kekasih,  dan Sophia 
 atau Sophos  yang berarti kebijaksanaan, kearifan, 
pengetahuan. 
Jadi secara harfiah filsafat atau falsafat  mempunyai 
arti cinta/ mencintai kebijaksanaan (hubbul 
hikmah) atau sahabat pengetahuan.  
Dalam penggunaannya, ketiga kata ini (filsafat, 
falsafat, falsafat) bisa digunakan, karena dalam Kamus 
Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwadarminta digunakan 
semuanya. 
Pakar Filsafat kenamaan Plato (427 – 347 SM) 
mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang 
berminat mencapai kebenaran yang asli, Kemudian 
Aristoteles (382 – 322 SM) mengartikan filsafat adalah 
ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, dan 
berisikan di dalamnya ilmu ; metafisika, logika, retorika, 
etika, ekonomi, politik, dan estetika. 
Menurut D.C. Mulder, filsafat adalah  cara berfikir 




sifat sebagai berikut :  (1) Menentukan sasaran pemikiran 
(Gegenstand) tertentu. (2) Bertanya terus sampai batas 
terakhir sedalam-dalamnya (radikal). (3) Selalu 
mempertanggung jawabkan dengan bukti-bukti. (4) Harus 
sistematik. 
Dari sini dapat dirumuskan lebih sederhana, bahwa 
filsafat adalah pemikiran secara ilmiah, sistematik, dapat 
dipertanggung jawabkan dan radikal tentang suatu obyek.   
Sementara dalam konteks hukum, paling tidak ada 
empat kompenen yang harus ada yaitu peraturan-
peraturan atau seperangkat norma yang mengatur 
tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, dibuat 
dan ditegakkan oleh penguasa dan bersifat mengikat atau 
memiliki sanksi yang jelas/ tegas [i]. Bentuknya mungkin 
berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat , 
mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan 
perudang-undangan seperti hukum Barat. Hukum dalam 
konsepsi seperti hukum Barat ini adalah hukum sengaja 
dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia 
dengan manusia lain dan mengatur benda di masyarakat. 




hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak 
hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain 
dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan 
manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan 
dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain 
dalam masyarakat, hubungan manusia dengan benda 
serta alam sekitarnya. 
Perkataan hukum yang dipergunakan sekarang ini 
dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukum dalam 
bahasa Arab. Artinya    norma atau kaidah yakni ukuran, 
patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai 
tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. 
Hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa 
Indonesia tersebut diatas dengan hukum dalam 
pengertian norma dalam bahasa Arab itu memang erat 
sekali. Setiap peraturan, apapun macamnya dan 
sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai 
intinya. Dalam hukum Islam kaidah itu disebut hukum. 
Itulah sebabnya maka dalam perkataan sehari-hari orang 
berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan. 




patolan, tolak ukur, ukuran, atau kaidah mengenai 
perbuatan atau benda tersebut. 
Sistem hukum yang ada didunia dapat 
dikasifikasikan menjadi lima bagian yakni; sistem hukum 
Anglo saxon, Eropa Kontinental, Komunis, Hukum Adat, 
dan Hukum Islam. Di Indonesia terdapat 3 dari sIstem 
hukum tersebut. Sebagai sistem hukum, hukum Islam 
berbeda dengan sistem hukum yang lain yang pada 
umumnya terbentuk dan berasal dari kebiasaan-kebiasaan 
masyarakat dan hasil pemikiran manusia serta budaya 
manusia pada suatu saat di suatu masa. Hukum Islam 
tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang 
dipengaruhi oleh kebudayaan manusia disuatu tempat 
pada suatu masa, tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah 
melalui wahyu-Nya yang kini terdapat dalam al-Qur‟an 
dan Al hadis. Dasar inilah yang  membedakan hukum 
Islam secara fundamental dengan hukum-hukum lainnya 
yang semata-mata lahir dari kebiasaan dan hasil 
pemikiran manusia belaka. 
Hukum Islam yang bersumber dari al Qur‟an dan 




awal kerasulannya. Allah swt telah mengutus beliau 
menjadi pelindung dan penyejuk bagi alam semesta. Hal 
ini sesuai firman Allah swt surat al Anbiya 107 
  وما أرسلنك إال رحمة للعالمين
Dan tidak kami utus Engkau (Muhammad) kecuali 
menjadi rahmat bagi sekalian alam. 
 
Hukum Islam adalah hukum Allah yang 
diturunkannya melalui Rasul Muhammad saw dengan 
menurunkan wahyuNya dengan perantaraan malaikat 
Jibril kepada Rasul kita Nabi Muhammad saw. Seiring 
dengan karasulan beliau Hukum Islam bersumber dari 
dua macam bentuk wahyu, ada wahyu yang dibacakan 
(wahyu al matlu) dan ada wahyu yang tidak dibacakan 
yaitu (wahyu  ghairu matlu). Wahyu yang matlu adalah al 
Qur‟an dan yang ghairu matlu  yaitu sunah Rasul saw. 
Kedua macam bentuk wahyu ini menjadi sumber 
utama dari hukum Islam, disamping itu ada sumber 
ijtihad. Hukum Islam adalah hukum yang lengkap 
mengatur seluruh sisi kehidupan manusia baik dari segi 
ibadah, muamalah, munakahat dan jinayah. Semua sisi 




kitab fikih Islam, baik yang lama (kitab kuning) maupun 
yang baru dalam kitab-kitab putih. Kita dapat 
menentukan sekian jumlah buku/kitab mengenai segala 
macam bentuk ibadah, baik ibadah mahdhah yaitu yang 
lebih menonjol hanya ibadahnya saja, seperti ibadah 
sholat shalat, ibadah puasa dan lain-lainnya, maupun 
ibadah ghairu mahdhah yang tidak semata-mata ibadah 
saja, tapi ada sisi sosial kemasyarakatannya seperti ibadah 
zakat, shadaqah, infaq, waqaf dan lain-lainnya. 
Demikian pula kitab-kitab fiqih muamalah, dengan 
segala macam cabang seperti jual beli, perdagangan, 
prekonomian, perbankan, sewa-menyewa, pinjam 
meminjam dan lainnya yang sangat banyak kitab fiqih 
tentang masalah ini. Munakahat (ahwal as syakhsiyah) 
hukum perkawinan, hukum keluarga, kewalian, 
kewarisan, pemeliharaan anak dan sebagainya juga 
sangat banyak kitab-kitab yang membahas masalah ini. 
Begitu juga tentang hukum jinayah/pidana yang 
membahas masalah mengenai pencurian, perzinahan, 
perampokan, penipuan, minuman keras, pemberontakan, 




yang membahas masalah ini cukup banyak. Demikian 
kitab-kitab fiqih yang lain yang lebih rinci dan dibahas 
dalam bentuk perbandingan hukum dan perbandingan 
antara mazhab dan ada pula kitab kitab fiqih ini 
berbentuk ensiklopedi dalam membahas/membicarakan 
hukum Islam ini. 
Dari uraian diatas, dapat disebutkan bahwa, Filsafat 
hukum Islam merupakan filsafat yang diterapkan pada 
hukum Islam, ia merupakan filsafat khusus dan obyeknnya 
tertentu, yaitu hukum Islam, maka, filsafat hukum Islam 
adalah filsafat yang meng analisis hukum Islam secara 
metodis dan sistematis sehinnga mendapat keterangan 
yang mendasar, atau menganalisis hukum secara ilmiah 
dengan filsafat sebagai alatnya. 
Filsafat Hukum Islam dapat diberikan batasan sebagai 
berikut: “Pemikiran secara ilmiah, sistematik, dapat 
dipertanggung jawabkan dan radikal tentang Hukum 
Islam. Filsafat Hukum Islam ialah filsafat yang 
mempelajari dan diterapkan pada hukum Islam. Ia 
merupakan filsafat khusus dan objeknya tertentu, yaitu 




pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggung 
jawabkan dan radikal tentang hukum Islam. 
Menurut Azhar ba‟asyir, filsafat hukum Islam adalah 
pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggung 
jawabkan dan radikal tentang hukum Islam, filsafat hukum 
Islam merupakan anak sulung dari filsafat Islam.  Dengan 
rumusan lain Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan 
tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang 
menyangkut materinya maupun proses penetapannya, 
atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, 
meguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai 
dengan maksud dan tujuan Allah SWT menetapkannya di 
muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia 
seluruhnya. Dengan filsafat ini hukum Islam akan benar-
benar “cocok sepanjang masa di semesta alam”. 
Adapun obyek Filsafat Hukum Islam meliputi: (1) 
Obyek Teoritis, Yaitu obyek kajian yang merupakan teori-
teori Hukum Islam yang meliputi : (a) Prinsip-prinsip 
Hukum Islam (b) Dasar-dasar dan Sumber-sumber Hukum 
Islam (c) Tujuan Hukum Islam (d) Asas-asas Hukum Islam 




yang sering disebut obyek Falsafat at-Tasyri`, meliputi 
jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: (a) 
Mengapa manusia melakukan mu`amalah? (b) Mengapa 
manusia harus diatur oleh Hukum Islam? (c) Apa rahasia 
atau hikmah melakukan ibadah? (d) Apa rahasia Shalat, 
Zakat, Puasa, dsb? (e) Apa hakikat hukum? (f) Apa hakikat 
keadilan? # 
 
2. Prinsip  Filsafat Hukum Islam 
Para pakar, ketika menjelaskan tentang prinsip filsafat 
hukum Islam, yang diuraikan adalah prinsip dan azas 
hukum Islam secara filosofis, yakni azas tauhid, keadilan, 
amar makruf nahi mungkar, kebebasan, persamaan , 
ta‟awun dan tatsamuh, yang semua itu berlandaskan 
kemaslahatan dan kemanusiaan. 
Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan 
syari‟at Allah yang terkandung dalam kitab Al-Qur‟an dan 
Sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang yang 
mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk 
seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari‟at 




tersebut sebagaimana diungkap oleh Yusuf Qardhawi, 
syari‟at Ilahi yang tertuang dalam Al-Qur‟an dan Sunnah 
merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan 
agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial 
yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh 
dengan kehidupan --- idealnya Islam ini tergambar dalam 
dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum 
yang serba mencakup. 
Pengejawantahan syari‟at Islam atas dua sumber 
utama dan pertama syari‟at Islam. Dewasa ini tidaklah 
semudah membalikkan tangan. Era mekanisasai dan 
modernisasi telah menempatkan manusia menjadi bagian 
dan perkembangan yang penuh dengan kontroversi, 
tantangan dan persaiangan --- yang menyebabkan 
munculnya nilai dan kebutuhan baru bagi mereka yang 
tidak lagi sekedar sederhana. Eksistensi syari‟at Islam yang 
konsisten/ajeg pada prinsip dan asasnya tidaklah harus 
statis, tetapi justeru harus fleksibel dan dapat mereduksi 





Sebagaimana dibahasakan Hasan Bisri hal tersebut 
merupakan kegiatan reaktualisasi Islam, dimana secara 
garis besarnya adalah menekankan pada pengejawantahan 
Islam dengan me-reinterpretasi sumber hukum Islam 
dengan menggunakan kebutuhan, situasai, dan kondisi 
dewasa ini sg paradigmanya. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka orang Islam 
(khususnya para alim ulama Islam Umum seluruh umat 
Islam) dituntut untuk dapat melakukan rekonstruksi 
terhadap khazanah hukum Islam secara inovatif melalui 
media ijtihad. Sebab kajian soal ijtihad akan selalu aktual, 
mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam 
yurisprudensi Islam tidak bisa dipisahkan dengan produk-
produk fiqh dan yang namanya fiqh itu senantiasa fleksibel 
dan perkembangannya berbanding lurus dengan 
kehidupan dan kebutuhan manusia. 
Namun dengan adanya fleksibelitas dalam syari‟at 
Islam dan tuntutan bahwa hukum Islam harus senantiasa 
up to date dan dapat mereduksi per-kembangan 
kehidupan ummat --- bukan berarti atau dimaksudkan 




mudah mengikuti arus zaman dan bebas 
menginterpretasikan Al-Qur‟an dan Sunnah sesuai 
kebutuhan hidup manusia --- sehingga aktualisasi hukum 
Islam melalui pintu ijtihad dalam prakteknya dapat 
menggeser ke-qath‟i-an Al-Qur‟an dan Sunnah hanya 
untuk memberikan legitimasi kepentingan manusia, baik 
politik, ekonomi, sosial, hukum dan lain sebagainya 
dengan dalih tuntutan humanisme. 
Dari fenomena tersebut, penulis memandang bahwa 
pemahaman akan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum 
Islam secara radikal melalui kacamata filsafat memiliki 
urgensi yang tinggi sekali - sebagai upaya untuk 
membentengi syari‟at Islam yang kontemporer namun 
dalam proses pengistinbatan hukumnya tetap 
memperhatikan rukh-rukh syari‟ahnya atau dengan bahasa 
lain tidak menggadaikan ke-qath‟i-an syari‟at Islam (baca : 
Al-Qur‟an dan Sunnah) hanya untuk dikatakan bahwa 
hukum Islam itu up to date dan tidak ketinggalan zaman. 
Syar‟‟at Islam adalah pedoman hidup yang ditetapkan 
Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia agar 




kajian ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan hukum 
Islam ialah khitab (firman) Allah SWT yang berkaitan 
dengan perbuatan mukallaf, atau dengan redaksi lain, 
hukum Islam ialah seperangkat aturan yang ditetapkan 
secara langsung dan lugas oleh Allah atau ditetapkan 
pokok-pokonya untuk mengatur hubungan antara 
manusia dan tuhannya, manusia dengan sesamanya dan 
manusia dengan alam semesta. Adapun Abu Zahrah 
mengemukakan pandangannya, bahwa hukum adalah 
ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan 
orang-orang mukallaf baik berupa iqtida (tuntutan 
perintah atau larangan), takhyir (pilihan) maupun berupa 
wadh‟i (sebab akibat). Ketetapan Allah dimaksudkan pada 
sifat yang telah diberikan oleh Allah terhadap sesuatu 
yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf. Hasbi Ash-
Shiddiqie mendefinisikan hukum secara lughawi adalah 
“menetapkan sesuatu atas sesuatu. 
Seperti hukum-hukum yang lain, hukum Islam 
memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai tiang 




mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh 
masyarakat, tergantung kepada asas dan tiang pokonya. 
Secara etimologi (tata bahasa) prinsip adalah dasar, 
permulaan, aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan 
pengertian prinsip sebagai berikut: permulaan; tempat 
pemberangkatan; itik tolak; atau al-mabda. 
Adapun secara terminologi Prinsip adalah kebeneran 
universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi 
titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum 
dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam 
meliputi prinsip umum dan prinsip umum. Prinsip umum 
ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat 
unuversal. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-
prinsip setiap cabang hukum Islam. 
1. Prinsip Tauhid 
Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini 
menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu 
ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang 
dinyatakan dalam kalimat La‟ilaha Illa Allah (Tidak ada 
tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah 




maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. 
Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya 
kepada Allah sebagai manipestasikesyukuran kepada-Nya. 
Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan 
sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. 
Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan 
diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya. 
Prinsip tauhid inipun menghendaki dan 
memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan 
apa yang diturunkan Allah (Al-Qur‟an dan As-Sunah). 
Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum 
Allah, maka orang tersebut dapat dikateegorikan kedalam 
kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq (Q.S. 
ke 5 Al-Maidah : 44, 45 dan 47). 
Dari prinsip umum tauhid ini, maka lahirlah prinsip 
khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini, 
umpamanya yang berlaku dalam fiqih ibadah sebagai 
berikut (a) Prinsip Pertama : Berhubungan langsung 
dengan Allah tanpa perantara- Artinya bahwa tak seorang 
pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang 




ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian 
jiwa (tajkiyat al-nafs) dan pembentukan pribadi yang luhur 
- Artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai 
bentuk/aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah. 
Berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan azas 
hukum Ibadah, yaitu Azas kemudahan/meniadakan 
kesulitan. Dari azas hukum tersebut terumuskan kaidah-
kaidah hukum ibadah sebagai berikut : (a) Al-ashlu fii al-
ibadati tuqifu wal ittiba‟- yaitu pada pokoknya ibadah itu 
tidak wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu 
hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan 
sul-Nya (b) Al-masaqqah tujlibu at-taysiir - Kesulitan 
dalam melaksanakan ibadah akan mendatangkan 
kemudahan. 
2. Prinsip Keadilan 
Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-
mi‟za‟n (keseimbangan/ moderasi). Kata keadilan dalam 
al-Qur‟an kadang diekuifalensikan dengan al-qist. Al-
mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Qur‟an terdapat 




Term „keadilan‟ pada umumnya berkonotasi dalam 
penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, 
keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. 
Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, 
menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah 
ditujukan bukan karena esensinya, seba Allah tidak 
mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula 
mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat 
manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan 
untuk memperluas prilaku dan cara pendidikan yang 
dapat membawa kebaikan bagi individu dan 
masyarakat.(10) 
Penggunaan term “adil/keadilan” dalam Al-Quran 
diantaranya sebagai berikut : (a) QS. Al-Maidah : 8 - 
Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa 
nafsu, adanya kecintan dan kebencian memungkinkan 
manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan 
daripada kebenaran (dalam bersaksi)  (b) QS. Al-An‟am : 
152 - Perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam 
segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai 




dalam bermuamalah/berdagang ; (c) QS. An-Nisa : 128 - 
Kemestian berlaku adil kepada sesama isteri ; (d) QS. Al-
Hujrat : 9 - Keadilan sesama muslim ; (e) QS. Al-An‟am :52 
--- Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban 
yang harus dipenuhi manusia (mukalaf) dengan 
kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban 
tersebut. 
Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang 
menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat 
sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang 
menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan 
dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip 
keadilan. 
3. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar 
Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat 
manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang 
dikehendaki dan ridloi Allah dalam filsafat hukum Barat 
diartikan sebagai fungsi social engineering hukum. Prinsip 
Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Al-
Imran : 110, pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar 




4. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan 
Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki 
agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan 
paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demontrasi, 
argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum 
Islam adalah kebebasan dl arti luasyg mencakup berbagai 
macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan 
komunal. Keberagama dalam Islam dijamin berdasarkan 
prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-
Baqarah : 256 dan Al-Kafirun: 5) 
5. Prinsip Persamaan / Egaliter 
Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam 
Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam 
menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia 
atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian 
penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum 
Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi 







6. Prinsip At-Ta’awun  
Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar 
sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, 
terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. 
7. Prinsip Tatsamuh 
Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah 
toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak 
Islam dan ummatnya - tegasnya toleransi hanya dapat 
diterima apabila tidak merugikan agama Islam. 
Wahbah Az-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi 
tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Qur‟an dan 
Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, 
sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan 
untuk meninggalkan syari‟at ketentuan hukum Islam. Dan 
lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan 
ibadah saja, tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum 
Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan 
peradilan dan lain sebagainya.(11) 
Berbagai prinsip diatas berjalan lurus dengan delapan 




a. Azas Nafyul Haraji - meniadakan kepicikan, artinya 
hukum Islam dibuat dan diciptakan itu berada 
dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. 
Namun bukan berarti tidak ada kesukaran 
sedikitpun sehingga tidak ada tantangan, sehingga 
tatkala ada kesukaran yang muncul bukan hukum 
Islam itu digugurkan melainkan melahirkan hukum 
Rukhsah. 
b. Azas Qillatu Taklif - tidak membahayakan taklifi, 
artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak 
mukallaf dan tidak menyukarkan. 
c. Azas Tadarruj - bertahap (gradual), artinya 
pembinaan hukum Islam berjalan setahap demi 
setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan 
manusia. 
d. Azas Kemuslihatan Manusia - Hukum Islam seiring 
dengan dan mereduksi sesuatu yang ada 
dilingkungannya. 
e. Azas Keadilan Merata - artinya hukum Islam sama 
keadaannya tidak lebih melebihi bagi yang satu 




f. Azas Estetika - artinya hukum Islam 
memperbolehkan bagi kita untuk 
mempergunakan/memperhatiakn segala sesuatu 
yang indah. 
g. Azas Menetapkan Hukum Berdasar Urf yang 
Berkembang Dalam Masyarakat - Hukum Islam 
dalam penerapannya senantiasa memperhatikan 
adat/kebiasaan suatu masyarakat. 
h. Azas Syara Menjadi Dzatiyah Islam --- artinya 
Hukum yang diturunkan secara mujmal 
memberikan lapangan yang luas kepada para filusuf 
untuk berijtihad dan guna memberikan bahan 
penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan 
supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai dengan 
perkembangan peradaban manusia. 
Dari ulasan mengenai prinsip-prinsip dan azas-azas 
hukum Islam diatas, yang menjadi inti pemahaman 
prinsip-prinsip dan azas-azas hukum Islam dapat 
diketahui atau diarahkan pada tujuan penyariatan syariat 




untuk mencapau tujuannya. Hal tersebut adalah sebagai 
berikut : 
a. Islam telah meletakkan di dalam undang-undang 
dasarnya, beberapa prinsip yang mantap dan kekal, 
seperti prinsip menghindari kesempitan dan menolak 
mudarat, wajib berlaku adil dan bermusyawarah dan 
memelihara hak, menyampaikan amanah, dan kembali 
kepada ulama yang ahli untuk menjelaskan pendapat 
yang benar dalam menghadapi peristiwa dan kasus-
kasus baru, dan sebagainya berupa dasar-dasar umum 
yang merupakan tujuan diturunkannya agama-agama 
langit, dan dijaga pula oleh hukum-hukum positif 
dalam upaya untuk sampai kepada pengwujudan 
teladan tertinggi dan prinsip-prinsip akhlak yang telah 
ditetapkan oleh agama-agama namun hukum-hukum 
masih tetap menghadapi krisis keterbelakangan dari 
undang-undang atau hukum yang dibawa oleh agama-
agama langit. 
b. Dalam dasar-dasar ajarannya, Islam berpegang dengan 
konsisten pada perinsip mementingkan pembinaan 




kebaikan bagi masyarakat, karena apabila individu telah 
menjadi baik maka masyarakat dengan sendirinya akan 
baik pula. 
c. Syari‟at Islam, dalam berbagai ketentuan hukumnya, 
berpegang dengan konsisten pada prinsip memelihara 
kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan 
akhirat.  
 
3. Sejarah  Filsafat Hukum Islam 
Latar belakang timbulnya Filsafat Hukum, didorong 
dari fitrah manusia untuk berfikir yang pada umumnya 
disebabkan karena ada hakekat soal tentang alam, baik 
yang ada dalam diri, maupun yang berada di luar diri 
manusia. Pada umumnya persoalan-persoalan itu timbul 
dari manusia dan oleh sebab itu ia memerlukan filsafat 
bagi kehidupannya. Setiap manusia harus membuat 
keputusan dan tindakan.  
Awalnya Filsafat disebut sebagai induk ilmu 
pengetahuan (mother of science) sebab filsafat seakan-akan 
mampu menjawab pertanyaan tentang segala sesuatu atau 




maupun manusia dengan segala problematika dan 
kehidupannya. Namun seiring dengan perubahan zaman, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
melahirkan berbagai disiplin ilmu baru dengan masing-
masing spesialisasinya, filsafat seakan-akan telah berubah 
fungsi dan perannya. 
Pertumbuhan Filsafat Hukum Islam diawali oleh 
adanya doktrin Islam yang memperbolehkan ijtihad. 
Ijtihad merupakan pendekatan akal dalam mengambil 
putusan hukum jika tidak ada dalil yang pasti, baik dari 
Al-Qur‟an maupun Sunnah. Kemunculan filsafat ini 
diawali ketika Rasulullah mengizinkan Mu‟az bin Jabal 
untuk berijtihad sesuai dengan sabdanya: 
“Diriwayatkan dari Mu’az bin Jabal, bahwa Rasulullah 
saw. ketika berkeinginan untuk mengutus Mu’az ke Yaman, 
Beliau bertanya: ”Apabila dihadapkan padamu suatu kasus 
hukum, bagaimanakah cara anda memutuskannya?” Mu’az 
menjawab: “Saya akan memutuskannya berdasarkan Al-
Qur’an”. Nabi bertanya lagi: “Jika Kasus tersebut tidak anda 
temukan di dalam Al-Qur’an?” Mu’az menjawab : “Saya akan 




lagi: “Jika kasus tersebut tidak terdapat di dalam Sunnah dan Al-
Qur’an?” Mu’az menjawab: “Aku akan berijtihad dengan 
seksama”. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu’az 
dengan tangannya seraya berkata: “Segala puji bagi Allah yang 
telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap 
jalan yang diridhai-Nya”. (HR. Abu Daud).  
Setelah Nabi saw wafat, pemikiran filsafat (ijtihad) ini 
dilanjutkan oleh para sahabat terutama oleh Umar bin 
Khattab yaitu dengan menghapuskan hukum potong 
tangan bagi pencuri, zakat bagi muallaf, dan lain-lain yang 
disesuaikan dengan keadaan umat pada masa itu. 
Pemikiran filsafat masuk ke dalam Islam melalui 
filsafat Yunani yang dijumpai kaum Muslimin pada abad 
ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah di Suriah, 
Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Dalam Ensiklopedi Islam 
terbitan Ichtiar Baru Van Hoeve dijelaskan bahwa 
kebudayaan dan filsafat Yunani masuk ke daerah-daerah 
itu melalui ekspansi Alexander Agung, penguasa 
Macedonia (336-323 SM), setelah mengalahkan Darius 





Alexander Agung datang dengan tidak 
menghancurkan peradaban dan kebudayaan Persia, 
bahkan sebaliknya, ia berusaha menyatukan kebudayaan 
Yunani dan Persia. Hal ini telah memunculkan pusat-pusat 
kebudayaan Yunani di wilayah Timur, seperti Alexandria 
di Mesir, Antiokia di Suriah, Jundisyapur di Mesopotamia, 
dan Bactra di Persia. 
Pada masa Dinasti Umayyah, pengaruh kebudayaan 
Yunani terhadap Islam belum begitu nampak karena ketika 
itu perhatian penguasa Umayyah lebih banyak tertuju 
kepada kebudayaan Arab. Pengaruh kebudayaan Yunani 
baru nampak pada masa Dinasti Abbasiyah karena orang-
orang Persia pada masa itu memiliki peranan penting 
dalam struktur pemerintahan pusat. 
Para Khalifah Abbasiyah pada mulanya hanya tertarik 
pada ilmu kedokteran Yunani berikut dengan sistem 
pengobatannya. Tetapi kemudian mereka juga tertarik 
pada filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya. Perhatian 
pada filsafat meningkat pada zaman Khalifah Al-Makmun 




Kelahiran ilmu filsafat Islam tidak terlepas dari 
adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat 
dan berbagai cabang ilmu pengetahuan ke dalam bahasa 
Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam.  Dalam 
Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Pemikiran dan 
Peradaban disebutkan bahwa usaha penerjemahan ini 
tidak hanya dilakukan terhadap naskah-naskah berbahasa 
Yunani saja, tetapi juga naskah-naskah dari bebagai 
bahasa, seperti bahasa Siryani, Persia, dan India.  
Perkembangan filsafat Islam, hidup dan memainkan 
peran signifikan dalam kehidupan intelektual dunia 
Islam. Jamal al-Dīn al-Afgani, seorang murid Mazhab 
Mulla Shadra saat di Persia, menghidupkan kembali kajian 
filsafat Islam di Mesir. Di Mesir, sebagian tokoh agama dan 
intelektual terkemuka seperti Abd. al-Halim Mahmud, 
Syaikh al-Azhar al-marhum, menjadi  pengikutnya. 
Kegiatan penelitian terhadap hukum Islam telah 
banyak dilakukan oleh para ulama yang dikenal dengan 
sebutan ushul fiqh. Ulama generasi awal yang sudah 




imam empat mazhab, yaitu Malik ibn Anas, Abu Hanifah, 
Asy-Syafi‟iy dan Ahmad bin Hambal. 
Kegiatan filsafat hukum Islam ini terus berlanjut oleh 
generasi berikutnya. Al-Juwaini yang dikenal sebagai 
ulama ushul fiqh generasi awal menekankan pentingnya 
memahami maqashid al-syariah (tujuan hukum) dalam 
menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa 
seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum 
dalam Islam sebelum ia dapat memahami dengan benar 
tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-
larangannya.  
Kemudian ia mengaitkan tujuan hukum tersebut 
dalam kaitannya pada pembahasan „illah dalam masalah 
qiyas. Menurut pendapatnya, dalam kaitan dengan „illah, 
ashl dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu 
daruriyat, hajiyyat, dan makramat. Kerangka berpikir al-
Juwaini diatas dikembangkan oleh muridnya al-Ghazali. 
Dalam kitabnya Syifa’ al-Ghalil, Ghazali menjelaskan 
maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan al-
munasabat al-mashlahiyat dalam qiyas. Sementara dalam 




pembahasan istishlah. Menurut al-Ghazali, mashlahat 
adalah memelihara maksud al-Syar‟i (pembuat hukum). 
Kemudian ia memerinci mashlahat itu menjadi lima, yaitu: 
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
Pada era sekarang, kegiatan berfilsafat (ijtihad) dalam 
hukum Islam ini telah dinaungi dalam sebuah organisasi 
keislaman yang bertugas mencari ketetapan hukum 
terhadap masalah-masalah baru yang terdapat di dalam 
masyarakatnya. Pada masyarakat Indonesia, proses ijtihad 
ini dilakukan oleh organisisai Islam yang disebut dengan 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas memberikan 
jawaban-jawaban atas permasalahan baru yang muncul di 
kalangan umat Islam di Indonesia. Dalam menetapkan 
hukum, MUI menggunakan suatu istilah yang disebut 
dengan fatwa, yaitu keputusan atau ketetapan hukum baru 
terhadap permasalahan yang tidak terdapat di dalam Al-
Qur‟an, hadis, maupun kitab-kitab hukum Islam terdahulu 
agar terpeliharanya keamanan dan kesejahteraan umat 
Islam di Indonesia. 
Dalam khazanah literatur Islam, selain term filsafat 




ini kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang 
sama, dan kadang-kadang digunakan dalam pengertian 
yang berbeda. Memahami kedua term ini penting, karena 
akan sangat membantu pengkaji Filsafat Hukum 
Islam dalam merumuskan obyek studi Filsafat Hukum 
Islam dan metode-metodenya. 
Sebagaimana diketahui bahwa term filsafat itu 
pertama kali digunakan oleh filosof Yunani, Phytagoras. Ia 
dengan rendah hati mengatakan bahwa dirinya bukanlah 
seorang yang bijaksana (hakim), melainkan pecinta 
kebijaksanaan (muhibbul hikmah). 
Ahmad Azhar Basyir, M.A. dalam bukunya Pokok-
Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, menjelaskan bahwa, 
pemikiran terhadap Hukum Islam telah lahir sejak awal 
sejarah umat Islam, disebabkan oleh adanya dorongan Al-
Qur`an dan Sunnah Rasul agar manusia menggunakan 
pikirannya dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, 
lebih-lebih dalam persoalan yang fundamental, 
menyangkut akidah atau keyakinan agama.  
Misalnya Q.S. Al-Isra (17) : 36 : Dan janganlah kamu 




tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 
semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. 
Demikian pula Q.S. An-Nisa (4) : 82 mengajarkan : Maka 
apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al 
Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat 
pertentangan yang banyak di dalamnya. 
Ayat Al-Qur`an tersebut dengan jelas memerintahkan 
agar dalam menghadapi ajaran-ajarannya hendaknya 
dipergunakan akal pikiran, karena hanya dengan cara 
demikianlah kebenaran mutlak Al-Qur`an dapat 
diyakinkan. 
Selanjutnya Azhar Basyir menjelaskan bahwa, ayat-ayat 
Al-Qur`an yang langsung menyangkut ketentuan hukum 
banyak yang diakhiri dengan menggugah pikiran untuk 
memahaminya. Misalnya Q.S. Al-Baqarah (2) : 179  yang 
artinya ; Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) 
hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 
bertakwa. 
Ayat ini menyebutkan hikmah adanya ancaman 
pidana qishash (pidana yang sama dengan kejahatan yang 




sengaja), yaitu menjamin kelangsungan hidup manusia; 
dengan sengaja, orang tidak merasa ringan melakukan 
pembunuhan terhadap orang lain akan dijatuhi hukuman 
pidana juga, karena merasa takut dijatuhi hukuman pidana 
mati juga. 
Hal ini berarti suatu jaminan bagi kelangsungan hidup 
manusia. Hikmah demikian itu hanya dapat dipahami oleh 
orang-orang yang mau memikirkannya. Menyebutkan 
ketentuan pidana qishash disertai dengan seruan “hai 
orang-orang yang berakal” itu tidajk dapat diartikan lain 
kecuali agar benar-benar orang dapat menyadari ketepatan 
dan kebenaran ancaman pidana qishash tersebut, setelah 
memikirkannya dengan mendalam dengan mendalam. 
Pemikiran terhadap keketntuan-ketentuan Hukum Pidana 
Islam akan melahirkan Filsafat Hukum Pidana Islam. 
Al-Qur`an Surat Ar-Rum (30) : 21 menegaskan : Dan di 
antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 




demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir. 
Dalam ayat tersebut ditegaskan adanya hikmah 
disyari`atkannya perkawinan yang antara lain untuk 
mewujudkan ketentraman hidup dan menjalin rasa saling 
mencintai dan menyayangi antara suami isteri, kemudian 
diakhiri dengan penegasan bahwa hanya kaum yang 
berfikirlah yang akan menangkap makna yang terkandung 
dalam syari`at perkawinan itu. Pemikiran yang mendalam 
terhadap syari`at perkawinan dalam Islam dapat 
menimbulkan Filsafat Hukum Perkawinan Islam yang 
merupakan bagian dari Filsafat Sosial Islam. 
Musthafa Abdurraziq dalam kitabnya Tahmid Li Tarikh 
al-Falsafah al-Islamiyyah memandang penggunaan ijtihad 
dalam hukum Islam itu sebagai manifestasi pemikiran 
kefilsafatan dalam Islam. Dan oleh karena ijtihad dalam 
hukum Islam itu telah dilakukan segera setelah Nabi 
wafat, lebih-lebih pada masa pemerintahan Khalifah Umar 
Bin Khattab, yang sumbernya adalah Al-Qur`an dan Sunah 




pertama kali muncul dalam sejarah alam fikiran Islam, dan 
merupakan pemikiran yang orisinil Islami. 
Dengan demikian Filsafat Hukum Islam merupakan 
anak sulung Filsafat Islam, baru kemudian disusul dengan 
Ilmu Kalam, diikuti oleh lahirnya pemikiran kefilsafatan 
yang berusaha mempertemukan ajaran Islam dengan hasil-
hasil pemikiran para filosuf Yunani, dan Tasawuf Islam 
yang berbaur dengan berbagai macam unsur: India, Parsi, 
Cina dan Yunani. 
Lebih lanjut Azhar Basyir mengatakan bahwa satu hal 
lagi yang perlu disebutkan ialah meskipun dalam hadits 
Mu`adz tentang sumber-sumber Hukum Islam dinyatakan 
bahwa ijtihad dilakukan dalam hal-hal yang tidak 
tercantum Al-Qur`an atau Sunah Rasul, namun dalam 
sejarahnya, para sahabat Nabi melakukan ijtihad juga 
dalam hal-hal yang nyata-nyata disebutkan ketentuan 
hukumnya dalam nash. Ijtihad dalam hal yang disebutkan 
dalam Al-Qur`an atau Sunah Rasul itu dapat menyangkut 





Dengan demikian, maka sejarah pertumbuhan Filsafat 
Hukum Islam diawali oleh adanya doktrin Islam yang 
memperbolehkan ijtihad. Ijtihad merupakan pendekatan 
akal dalam mengambil putusan hukum jika tidak ada dalil 
yang pasti, baik dai al-Qur‟an maupun Sunnah. 
Sementara, Sejarah hukum Islam  dibagi menjadi 
beberapa periode, yakni ; (A) Masa nabi Muhammad saw 
(610 M – 632 M ), (B) masa khulafaur rasidin ( 632 M – 662 
M ), (C)  masa pembinaan dan pembukuan ( abad 7 M-10  
M ), (D) Masa kelesuan pemikiran ( abad 10-19 M ) dan (E)  
Masa kebangkitan ( 19 M sampai sekarang ) 
A.  Masa Nabi Muhammad (610 M – 632 M). 
Agama islam sebagai “induk” hukum islam muncul 
semenanjung Arab. Daerah yang sangat panas, 
penduduknya selalu berpindah-pindah dan alam yang 
begitu keras memberntuk manusia-manusia yang 
individualistis serta hidup dalam klen-klen yang disusun 
berdasarkan berdasarkan garis Patrilineal, yang saling 
bertentangan. Ikatan anggota klen berdasarkan pertalian 
darah dan pertalian adat. Susunan klen yang demikian 




Oleh karena itu Nabi Muhammad setelah pindah atau 
hijrah dari Mekah ke Madinah,dianggap telah 
memutuskan hubungan dengan klen yang asli, karena itu 
pula diperangi oleh anggota klen asalnya. Pada masa ini, 
kedudukan Nabi Muhammad sangat penting, terutama 
bagi ummat islam. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa tidaklah lengkap bagi seorang muslim tanpa 
pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad.[1] 
Konsekuensinya ummat islam harus mengikuti 
firman–firman Tuhan yang terdapat dalam al-Qur‟an dan 
sunnah Nabi Muhammad yang dicatat dalam kitab-kitab 
hadist. Melalui wahyuNya Allah menegaskan posisi 
Muhammad dalam rangka agama islam, yaitu : (1)  Kami 
mengutus Nabi Muhammad sebagai untuk menjadi 
rahmat bagi alam semesta (Q.s.21:107). (2)  Hai orang-
orang yang beriman, ikutilah Allah dan ikutilah RasulNya 
(Q.s.4:59).(3) Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti 
taat kepada Allah (Q.s.4:80). (4) Pada diri Rasulullah 
terdapat suri tauladan yang baik (Q.s.33:21). 
Waktu Nabi Muhammad masih hidup tugas untuk 




pada diri beliau sendiri, melalui ucapan, perbuatan, sikap 
diam yang disebut sunnah. Dengan mempergunakan Al 
Qur‟an sebagai norma dasar Nabi Muhammad SAW 
memecahakan setiap masalah yang timbul pada masanya 
dengan sebaik-baiknya. 
            
            B.  Masa Khulafaur Rasyidin ( 632 M – 662 M ). 
Dengan wafatnya nabi Muhammad, maka berhentilah 
wahyu yang turun dan demikian halnya dengan sunnah. 
Kedudukan Nabi Muhammad sebagi ututsan Tuhan tidak 
mungkin tegantikan, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin 
masyarakat Islam dan kepala Negara harus dilanjutkan 
oleh seorang khalifah dari kalangan sahabat Nabi. 
Tugas utama seorang khalifah adalah menjaga 
kesatuan umat dan pertahanan Negara. Memiliki hak 
memaklumkan perang dan membangun tentara untuk 
menajaga keamanan dan batas Negara, menegakkan 
keadilan dan kebenaran,berusaha agar semua lembaga 
Negara memisahakan antara yang baik dan tidak baik, 




mengawaasi jalannya pemerintahan, menarik pajak sebagai 
sumber keuangan Negara dan tugas pemerintahan lainnya. 
 Khalifah yang pertama dipilih yaitu Abu Bakar 
Siddiq. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin sangat 
penting dilihat dari perkembangan hukum Islam karena 
dijadikan model atau contoh digenerasi-generasi 
berikutnya. 
Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq dibentuk 
panitia khusus yang bertugas mengumpulkan catatan ayat-
ayat Qur‟an yang telah ditulis dijaman Nabi pada bahan-
bahan darurat seperti pelepah kurma dan tulang-tulang 
unta dan menghimpunnya daam satu naskah. Khalifah 
kedua yaitu Umar Bin Khatab yang melanjutkan usaha 
Abu Bakar meluaskan daerah 
Islam sampai ke Palestina, Sirya, Irak dan Persia. 
Contoh ijthad Umar adalah menurut (Q.s.5:38) orang yang 
mencuri, diancam dengan hukuman potong tangan. 
Dimasa pemerintahan Umar terjadi kelaparan dalam 
masyarakat disemenanjung Arabia, dalam keadaan itu 
ancaman terhadap pencuri tersebut tidak dilaksanakan 




darurat dan kemaslahatan jiwa masyarakat. Selanjutnya 
pada pemilihan khalifah 
Usman menggantikan Umar. Pada masa pemerintahan 
ini terjadi nepotisme karena kelemahannya. Dimasa 
pemerintahanya perluasan daerah Islam diteruskan ke 
barat sampai ke Maroko, ke timur menuju India dan 
keutara bergerak keraha konstantinopel. Usman menyalin 
dan membuat Al Qur‟an standar yang disebut modifikasi 
al Qur‟an. Setelah Usman meninggal dunia yang 
mengantikan adalah Ali Bin Abi Thalib yang merupakan 
menantu dan keponakan Nabi Muhammad. 
Semasa pemerintahanya Ali tidak dapat berbuat 
banyak untuk mengembangkan hukum Islam karena 
keadaan Negara tidak stabil. Tumbuh bibit-bibit 
perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam, yang 









              C.  Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan 
(Abad 7 - 10 M) 
Dimasa ini lahir para ahli hukum Islam yang 
menemukan dan merumuskan garis-garis suci islam, 
muncul berbagai teori yang masih dianut dan digunakan 
oleh umat islam sampai sekarang. Banyak faktor yang 
memungkinkan pembinaan dan pengembangan pada 
periode ini, yaitu : 
a. Wilayah islam sudah sangat luas, tinggal berbagai suku 
bangsa dengan asal usul, adat istiadat dan berbagai 
kepentingan yang berbeda. Untuk dapat menentukan 
itu maka ditentukanlah kaidah atau norma bagi suatu 
perbuatan tertentu guna memecahkan suatu masalah 
yang timbul dalam masyarakat. 
b. Telah ada karya-karya tentang hukum yang 
digunakan sebagai bahan untuk membangun serta 
mengembangkan hukum fiqih Islam. 
c. Telah ada para ahli yang mampu berijtihad 
memecahkan berbagai masalah hukum dalam 
masyarakat. Selain Perkembangan pemikiran hukum 




buruknya mengenai perbuatan yang dilakukan oleh 
manusia yang terkenal dengan al-ahkam al-khamsah. [3] 
                D.  Masa Kelesuan Pemikiran (Abad 10 -19 M). 
Pada masa ini ahli hukum tidak lagi menggali hukum 
fiqih Islam dari sumbernya yang asli tapi hanya sekedar 
mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam 
mashabnya masing-masing. Yang menjadi ciri umum 
pemikiran hukum dalam masa ini adalah para ahli hukum 
tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami 
prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat pada 
Al Qur‟an dan sunah, tetapi pikirannya ditumpukan pada 
pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum 
para imamnya saja. 
faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran atau 
kelesuan hukum islam dimasa itu adalah ; 
1. Kesatuan wilayah islam yang luas telah retak dengan 
munculnya beberapa Negara baru. 
2. Ketidakstabilan politik. 
3. Pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintahan 





4. Gejala kelesuan berfikir timbul dimana-mana dengan 
demikian perkembangan hukum Islam pada periode ini 
menjadi lesu.[4] 
 
          E.  Masa Kebangkitan Kembali ( Abad 19 sampai 
sekarang ). 
Setelah mengalami kelesuan dalam beberapa abad 
lamanya, pemikiran Islam telah bangkit kembali, timbul 
sebagai reaksi terhadap sikap taqlid tersebut yang telah 
membawa kemunduran hukum islam. Pada abad ke XIV 
telah timbul seorang mujtahid besar yang menghembuskan 
udara baru dalam perkembangan hukum Islam yang 
bernama Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim al 
Jaujiyyah walau pola pemikiran mereka dilanjutkan pada 
abad ke XVII oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang 
terkenal dengan gerakan baru di antara gerakan-gerakan 
para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-
Qur‟an dan Sunnah. Gerakan ini oleh Prof. H. Muhammad 
Daud Ali, SH dalam bukunya. Hukum Islam, disebutkan 




kemurnian ajaran Islam di zaman salaf (permulaan), 
generasi awal dahulu. 
Sebetulnya kalau kita lihat dalam catatan sejarah 
perkembangan hukum Islam, sesungguhnya pada masa 
kemunduran itu sendiri telah telah muncul beberapa ahli 
yang ingin tetap melakukan ijtihad, untuk menampung 
dan mengatasi persoalan-persoalan dan perkembangan 
masyarakat. Sebagai contoh pada abad ke 14 telah lahir 
seorang mujtahid besar yang menghembuskan udara segar 
dan baru dalam dunia pemikiran agama dan hukum. 
Mujtahid besar tersebut adalah Ibnu Taimiyah (1263-1328) 
dan muridnya Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah (1292-1356). Pola 
pemikiran mereka dilanjutkan pada abad ke 17 oleh 
Muhammad Ibnu Abdul Wahab (1703-1787) yang terkenal 
dengan gerakan Wahabi yang mempunyai pengaruh pada 
gerakan Padri di Minangkabau (Indonesia). 
Hanya saja barangkali pemikiran-pemikiran hukum 
Islam yang mereka ijtihadkan khususnya Ibnu Taimiyah 
dan Ibnu Qoyyim, tidak menyebar luas kepada dunia 
Islam sebagai akibat dari kondisi dan situasi dunia Islam 




berada dalam cengkeraman orang lain, ditambah lagi 
dengan sarana dan prasarana penyebaran ide-ide seperti 
percetakan, media massa dan elektronik serta yang lain 
sebagainya tidak ada, padahal sesungguhnya ijtihad-ijtihad 
yang mereka hasilkan sangat berilian, menggelitik dan 
sangat berpengaruh bagi orang yang mendalaminya secara 
serius. 
Ijtihad-ijtihad besar yang dilakukan oleh kedua dan 
bahkan ketiga orang tersebut di atas, dilanjutkan 
kemudian oleh Jamaluddin Al-Afgani (1839-1897) terutama 
di lapangan politik. Jamaluddin Al-Afgani inilah yang 
memasyhurkan ayat Al-Qur‟an : Sesungguhnya Allah 
tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu 
sendiri tidak (terlebih dahulu) berusaha mengubah 
nasibnya sendiri (Q.S. Ar-Ra‟du (13) : 11). Ayat ini 
dipakainya untuk menggerakan kebangkitan ummat Islam 
yang pada umumnya dijajah oleh bangsa Barat pada waktu 
itu. Al-Afgani menilai bahwa kemunduran ummat Islam 
itu pada dasarnya adalah disebabkan penjajahan Barat. 
Oleh karena penyebab utama dari kemunduran itu 




Afgani berpendapat bahwa agar ummat Islam dapat maju 
kembali, maka penyebab utamanya itu yang dalam hal ini 
adalah penjajahan Barat harus dilenyapkan terlebih 
dahulu. Untuk itulah maka Al-Afgani menelorkan ide 
monumentalnya yang sangat terkenal sampai dengan saat 
ini, yaitu Pan Islamisme, artinya persatuan seluruh ummat 
Islam. 
Persoalannya sekarang adalah apakah pemikiran Al-
Afgani tentang Pan Islamisme ini masih relevan sampai 
dengan saat ini ataukah tidak. Artinya apakah pemikiran 
Al-Afgani ini masih cocok untuk diterapkan dalam dunia 
Islam yang nota bene nasionalisme masing-masing negara 
sudah menguat dan mengental ditambah tidak seluruhnya 
negara-negara muslim negaranya berdasarkan Islam. 
Penulis menilai bahwa ide yang dilontarkan oleh Al-
Afgani ini adalah relevan pada masanya, namun demikian 
masih perlu diterjemahkan ulang (diperbaharui 
substansinya) pada masa kini. Sebab menurut penulis 
persatuan dunia Islam sebagaimana layaknya sebuah 
negara Islam Internasional tidak memungkinkan untuk 




arti bersatu untuk memberantas pengaruh negatif dari 
negara-negara Barat dan adanya kesepakatan bersama 
untuk saling bantu membantu dalam memberantas 
kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan adalah 
sesuatu hal yang mutlak dan sangat diperlukan oleh dunia 
Islam saat ini. 
Cita-cita ataupun ide besar Al-Afgani tersebut 
mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh (1849-1905) 
yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Muhammad 
Rasyid Ridha (1865-1935). Pikiran-pikiran Muhammad 
Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha mempengaruhi 
pemikiran ummat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, 
pikiran-pikiran Abduh ini sangat kental diikuti oleh antara 
lain Gerakan Sosial dan Pendidikan Muhammadiyah yang 
didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 
1912. Hanya saja pikiran-pikiran Al-Afgani yanag diikuti 
oleh Gerakan Sosial dan Pendidikan Muhammadiyah itu 







4. Karakteristik Filsafat Hukum Islam 
Filsafat Hukum Islam adalah falsafah hukum yang 
berwatak dan berkarakter, ia  empunyai karakteristik yang 
berbeda dengan ilmu hukum lainnya, Karakter tersebut 
merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah, 
yaitu dimana hukum Islam bersifat takamul (sempurna), 
wasatiyah (seimbang, harmonis), harakah (bergerak dan 
berkembang sesuai dengan dinamika zaman 
Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang 
hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut 
materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang 
digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan 
memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud 
dan tujuan Allah SWT menetapkannya di muka bumi yaitu 
untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya.  
Dengan filsafat ini hukum Islam akan benar-benar 
“cocok sepanjang masa di semesta alam”(salihun likulli 
zaman wa makan)”.Selanjutnya pemahaman terhadap 
“nash Al-Qur‟an dan Hadits”, ahli hukum juga 
dimunkingkan untuk menggali dan menemukan hukum 




hukum Islam lazim disebut Ijtihad. Dalam prosenya, 
ijtihad meniscayakan adanya penalaran yang serius dan 
mendalam terhadap tujuan ditetapkannya aturan Allah.  
Jelas dalam hal ini peranan akal tidak dapat dihindari. 
Dapat dikatakan bahwa memahami tujuan ditetapkannya 
dalam Islam sama pentingnya dengan memahami nas al-
Qur‟an dan al-Hadits. Tetu tujuan hukum ini juga 
dipahami dari nilai dan semangat yang terkandung dalam 
wahyu Allah. Sedangkan peranan akal dan wahyu dalam 
menetapkan hukum Islam merupakan kajian utama dalam 
filsafat hukum Islam. 
Sesuai dengan streotipe dan trad marknya, filsafat 
hukum Islam mempunyai karakteristik sebagai berikut : (1) 
Berfikir Radikal, (2) Mencari asas, (3) mencari kejelasan, 
dan (4)  berfikir rasional. 
1. Bersifat Radikal 
Berfilsafat berarti berfikir secara radikal dengan 
maksud senantiasa mengobarkan hasratnya untuk 
menemukan akar seluruh kenyataan. Berfikir radikal 
tidak berarti hendak mengubah, membuang, atau 




arti yang sebenarnya, yaitu berfikir secara mendalam, 
untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. 
Berfikir radikal justeru hendak memperjelas realitas, 
lewat penemuan serta pemahaman akan akar realitas itu 
sendiri. 
2. Mencari Asas 
Dalam memandang keseluruhan realitas, filsafat 
senantiasa berupaya mencari asas yang paling hakiki 
dari keseluruhan realitas. Seorang filosof akan selalu 
berupaya untuk menemukan asas yang paling hakiki 
dari realitas. 
3. Memburu Hakikat Kebenaran 
Kebenaran yang diburu oleh filsafat adalah kebenaran 
hakiki tentang seluruh realitas dan setiap hal yang dapat 
dipersoalkan. 
4. Mencari Kejelasan 
Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan 
dan penjelasan mengenai seluruh realitas. Adapula yang 
mengatakan bahwa filosof senantiasa mengejar kejelasan 
pengertian (clarity of understanding). Bahkan 




filosofis adalah adanya usaha keras demi 
meraih kejelasan intelektual (intellectual clarity). Dengan 
demikian, berfikir secara filosofis berarti berusaha 
mencari kejelasan. 
5. Berfikir Rasional 
Berfikir radikal, mencari asas, memburu hakikat 
kebenaran, dan mencari kejelasan, tidak mungkin dapat 
berhasil dengan baik tanpa berfikir secara rasional. 
Berfikir secara rasional berarti berfikir logis, sistematis, 
dan kritis. 
Dalam pandangan  Nur A. Fadhil Lubis, filsafat 
hukum Islam memiliki tiga karakteristik utama, yaitu : 
(1)  Universal (menyeluruh), yaitu pemikiran yang luas 
dan tidak aspek tertentu saja. (2) Radikal (mendasar), 
yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang 
fundamental dan essensial. (3) Sistematis, yaitu 
mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan 
logis meskipun spekulatif. 





1. Deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang 
sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. 
2. Kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu (termasuk 
hasil filsafat), dan tidak menerima begitu saja apa yang 
terlihat sepintas, yang dikatakan dan yang dilakukan 
masyarakat. 
3. Analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan 
menyeluruh sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar 
yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan 
manusia. 
4. Evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya 
upaya sungguhsungguh untuk menilai dan menyikapi 
segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu 
bisa bersifat pemastian kebenaran, kelayakan dan 
kebaikan. 
5. Spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat 
perekaan, penjelajahan dan pengandaian dan tidak 
membatasi hanya pada rekaman indera dan 
pengamatan lahiriah 
Pakar lain menyebut Filsafat Islam  mempunyai 




1. Sebagai Filsafat Relegius. 
Topik-topik filsafat Islam bersifat relegius, dimulai 
dengan meng-Esakan Tuhan dan menganalisis secara 
universal dan menukik ke teori keTuhanan yang tak 
terdahuluaisebelunya. Seolah-olah menyaingi alairan 
kalamiah Mu‟tazilah dan Asy‟ariyah yang mengoreksi 
kekurangan nya dan berkonsentrasi mengambarkan Allah 
Yang Maha Agung dalam pola yang berlandasan tajrid 
(pengabstrakan), tanzih (penyucian), keesaan mutlak dan 
kesempurnaan total. Dari Yang Esa ber-emanasi segala 
sesuatu. Karena Ia  pencita, maka Ia menciptakan dari 
bukan sesuau, menciptakan alam sejak azzali, mengatur 
dan menatanya. Karena alam merupakan akibat bagi-Nya, 
maka dalam wujud dan keabadian-Nya, maka Ia 
menciptakannya karena semata-mata anugerah-Nya.   
 2.  Filsafat Rasional 
Akal manusia juga merupakan salah satu potensi jiwa 
dan disebut rasional soul. Walaupun berciri khas relegius-
spritual, tetapi tetap bertumpu pada akal dalam 




karena wajib al-wujud adalah akal murni. Ia adalah obyek 
berpikir sekaligus obyek pemikiran. 
  3. Filsafat integratif 
Filsafat Islam memadukan antara sesama filosof. 
Memadukan berarti mendekatkan dan mengumpulkan 
dua sudut, dalam filsafat ada aspek-aspek yang 
tidak  sesuai dengan agama. Sebaliknya sebagian dari teks 
agama ada yang tidak sejalan dengan sudut pandang 
filsafat. Para filosuf Islam secara khusus konsentrasi 
mempelajari Plato dan Ariestoteles. Untuk itu mereka 
menerjemahkan dialog-dialog penting Plato. Republik, 
hukum, Themaus, Sophis, Paidon, dan Apologia (pidato 
pembelaan Socretes). 
  4.Filsafat interkonektif 
Saling take and give, karena dalam kajian-kajian 
filosof terdapat ilmu pengetahun dan sejumlah 
problematika saintis, sebaliknya dalam saintis terdapat 
prinsip-prinsip dan teori-teori filosofis.  Filosof Islam 
menganggap ilmu-ilmu pengetahuan rasional sebagai 
bagian dari filsafat.  Misalnya adalah buku As-




Encyclopedia,  Al-Qanun, kemudian Al-Kindi mengkaji 
masalah-masalah matematis dan fisis. Al-Farabi 
mempunyai kajian Ilmu ukur dan mekanik. 
Dengan demikian sejatinya karakteristik filsafat 
hukum Islam, di samping berpikir radikal, mencari asas, 
memburu kebenaran, mencari kejelasan dan berpikir 
rasional. Masih ada lagi beberapa hal yang 
menjadi karakteristik atau ciri khas  filsafat hukum Islam; 
yaitu memikirkan sifat-sifat umum, hidup dalam 
kesadaran, bersifat toleran dan bersifat subjektif.  
Bertolak dari karakteristik yang seperti itu, maka 
metode filsafat hukum Islam juga memiliki keunikan 
tersendiri, antara lain : 
1. Metode Kritis 
Plato dan Sokrates adalah filosof yang menggunakan 
dan mengembangkan metode ini. Metode kritis bersifat 
analisa istilah dan pendapat, kemudian disistematiskan 
dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan 
berbagai pertentangannya. 
Caranya adalah dengan bertanya, membedakan, 




keyakinan. Dengan begitu, akhirnya akan ditemukan 
keyakinan yang terbaik di antaranya. Keyakinan atau 
filsafat terbaik inilah yang dikatakan hakikat sesuatu 
yang lebih baik. 
2. Metode Filsafat Intuitif 
Metode yang dikembangkan oleh Bergson dan Plotinus 
ini sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan 
rasionalisasi manusia, tetapi tidak bersifat anti-
intelektual. Manusia terkadang harus mengambil jarak 
dan berjauhan dengan logika, serta menyerahkan diri 
pada kemurnian kenyataan dan keaslian fitrah 
manusia. 
Bukan berarti pula bahwa logika harus dibungkam dan 
rasio ditinggalkan. Tetapi metode ini mengajak kita 
berpikir dalam semangat untuk bisa menganalisis suatu 
keyakinan tanpa terjerat oleh rasio dan logika. Agak 
sulit untuk dibayangkan namun akan mengalir ketika 
dicoba dilakukan. 
3. Metode Skolastik 
Metode ini berkembang pada Abad Pertengahan. 




penganjurnya. Pada masa Klasik, Aristoteles juga 
dikatakan sebagai pengguna metode  ini. Sesuai 
dengan namanya, metode skolastik menunjukkan 
kaitan yang erat dengan metode mengajar. 
Seseorang (biasanya seorang guru/senior) akan 
membacakan atau mengutarakan suatu pokok bahasan 
filsafat. Kemudian pokok bahasan tersebut akan diberi 
penafsiran dan komentar oleh filsuf lain. Agar topik 
dipahami, semua istilah, ide dan kenyataan 
dirumuskan, dibedakan dan diuji dari segala sisi. 
Segala pro dan kontra kemudian dihimpun dan 
dibandingkan. Melalui proses ini, yang disebut “lectio” 
diharapkan tercapai suatu pemahaman baru yang lebih 
baik. Namun, jika tidak berhasil, maka akan 
dilanjutkan ke tahap “disputatio” atau perdebatan. 
4. Metode Analitis 
Descartes menyebut metode ini dengan sebutan 
“metode analitis”. Menurut Descartes ada keteraturan 
dan ketersusunan alami dalam kenyataan yang 




Ketersusunan alam ini dapat diungkapkan dengan cara 
penemuan (via inventionis). 
Penemuan itu ditemukan dengan cara melakukan 
empiris rasional, atau mencari hal nyata yang telah 
dialami oleh seseorang. Metode ini mengintegrasikan 
segala kelebihan logika.. 
5. Metode Empiris-Eksperimental 
Para penganut empiris sangat dipengaruhi oleh sistem 
dan metode Descartes, terutama dalam menekankan 
data kesadaran dan pengalaman individual yang tidak 
dapat diragukan lagi. Bagi mereka, pengalaman 
(empeiria) adalah sumber pengetahuan yang lebih 
dipercaya ketimbang rasio. 
David Hume (1711-1776) adalah penyusun filsafat 
Empirisme ini dan menjadi antitesa terhadap 
Rasionalisme. Perbedaan utama metode ini dari metode 
dekrates adalah metode ini juga membutuhkan 
eksperimen yang ketat guna mendapatkan bukti 






6. Metode Transendental 
Metode ini juga sering disebut dengan metode neo-
skolastik. Immanuel Kant (1724-1804) merupakan 
pelopor metode ini. Pemikiran Kant merupakan titik-
tolak periode baru bagi filsafat Barat. Ia mendamaikan 
dua aliran yang berseberangan: rasionalisme dan 
empirisme. 
Dari satu sisi, ia mempertahankan objektivitas, 
univesalitas dan keniscayaan suatu pengertian. Di sisi 
lain, ia juga menerima pendapat bahwa pengertian 
berasal dari fenomena yang tidak dapat melampaui 
batas-batasnya. 
Kant menempatkan kebenaran bukan pada konsep 
tunggal, tetapi dalam pernyataan dan kesimpulan 
lengkap. Ia membedakan dua jenis pengertian: 
7. Metode Dialektis 
Tokoh terkenal metode ini adalah Hegel, hingga 
terkadang metode ini disebut dengan „Hegelian 
Method‟. Nama lengkapnya adalah George Willhelm 




ialah pengiyaan dengan mengambil konsep atau 
pengertian yang lazim diterima dan jelas. 
Kemudian membuat suatu anti tesis atau bantahan dari 
konsep atau pengertian yang lazim tersebut. Setelah itu 
diambil kesimpulan dari keduanya dan dibentuklah 
suatu sintesis dari keduanya. Pada akhirnya sintesis 
tersebut akan menemui anti tesis lainnya, untuk 
kemudian disintesiskan kembali untuk mendapatkan 
hahikat yang lebih baik lagi. 
8. Metode Fenomenologis 
Fenomena yang dimaksud disini bukanlah fenomena 
alamiah yang dapat dicerap dengan observasi empiris 
seperti fenomena alam. Fenomena disini merupakan 
makna aslinya yang berasal dari bahasa 
Yunani: phainomai, artinya adalah “yang terlihat”. Jadi 
fenomena adalah data sejauh disadari dan sejauh 
masuk dalam pemahaman. Metode fenomenologi 
dilakukan dengan melakukan tiga reduksi (ephoc) 
terhadap objek, yaitu: (1) Mereduksi suatu objek formal 
dari berbagai hal tambahan yang tidak substansial. 




subjektif seperti perasaan, keinginan dan pandangan. 
Pencarian objek murni tersebut disebut dengan reduksi 
eidetis. (3) Reduksi ketiga bukan lagi mengenai objek 
atau fenomena, tetapi merupakan wende zum 
subjekt (mengarah ke subjek), dan mengenai terjadinya 
penampakan diri sendiri. Dasar-dasar dalam kesadaran 
yang membentuk suatu subjek disisihkan. 
Intinya metode ini melihat sesuatu dengan objektif 
tanpa melihat sisi subjektifnya seperti kepentingan, 
perasaan, atau tekanan sosial. Bayangkan bagaimana 
rasa penasaran seorang anak kecil yang belum 
mengerti apa-apa ketika menemukan hal baru. Ia akan 
mengobservasinya dan melakukan apapun untuk 
secara tidak sadar mempelajari dan mengenalnya, 
termasuk meremas dan menendang kucing liar yang ia 
temukan di halaman belakang rumah. Metode ini 
dipopulerkan oleh Edmund Husserl (1859-1938). 
9. Metode  Eksistensialisme 
Tokoh-tokoh terkemuka Eksistensialisme adalah 
Heidegger, Sartre, Jaspers, Marcel dan Merleau-Point. 




Husserl pada sikap objektif. Bagi kalangan 
eksistensialis, subjektifitas manusialah yang pertama-
tama dianalisa. 
Karena bisa jadi sebetulnya sesuatu yang dianggap 
“ada” (exist) itu tidak dapat “mengada” tanpa ada 
konteks pembentuk disekitarnya: perasaan manusia, 
interaktifitas individu dalam suatu kelompok dan 
kepentingan tertentu. Beberapa sifat eksistensialis ialah: 
(1) Subjektivitas individualis yang unik, bukan objek 
dan bukan umum. (2) Keterbukaan terhadap manusia 
dan dunia lain: internasionalitas dan praksis bukan 
teori saja. (3) Pengalaman afektif dalam hubungan 
dengan dunia, bukan observasi. (4)Kesejarahan dan 
kebebasan, bukan essensi yang tetap. (5) Segi tragis dan 
kegagalan. Pada dasarnya dalam analisa eksistensi itu, 
de facto mereka memakai fenomenologi yang otentik, 
dengan observasi dan analisa teliti. Setiap ungkapan, 
baik awam maupun ilmiah, berakar pada suatu 
pengalaman langsung yang bersifat pra-reflektif dan 




terbatas itulah, justru dapat ditemukan kembali 
pengalaman yang lebih fundamental. 
10. Metode Analitika Bahasa 
Wittgenstein adalah tokoh dominan dalam metode ini. 
Ia mempelajari filsafat dengan alasan yang 
kemungkinan sama dengan kebanyakan orang. Ia 
penasaran dengan filsafat yang begitu 
membingungkan. Setelah melakukan penelitian, ia 
menemukan bahwa kebingungan ini banyak 
disebabkan oleh bahasa filosofis yang rancu dan kacau. 
Bagaimana seseorang bisa mengetahui benar salahnya 
suatu pendapat, sebelum ia mampu memastikan bahwa 
bahasa yang dipakai untuk menyampaikan pertanyaan, 
pernyataan dan perbincangan itu adalah benar? 
“Arti” bukanlah sesuatu yang berada “di belakang” 
bahasa; tidak ada arti “pokok”. Arti kata tergantung 
dari pemakaiannya, makna timbul dari penggunaan. 
Arti kata itu seluruhnya tergantung dari permainan 
bahasa (language games) yang sedang dimainkan. 
Metode ini meneliti dan membedakan permainan-




yang lebih baik. Juga menetapkan peraturan masing-
masing bahasa agar tidak terjadi kekeliruan logis dan 
kesalahpahaman yang disebabkan oleh kerancuan 
makna kata. # 
 
5. Peranan  Filsafat Hukum Islamdalam mewujudkan 
masyarakat harmonis 
Kajian-kajian yang dibahas dalam Filsafat Hukum 
Islam selama ini secara pribadi amat menarik bagi penulis. 
Ia bukan hanya mampu memberikan tambahan 
pengetahuan. Lebih dari itu, ia berhasil meluaskan 
cakrawala berpikir bagi siapa saja yang bersedia 
menekuninya. Bukan dalam wilayah Hukum Islam saja, 
namun juga bahasan-bahasan dalam Filsafat Hukum yang 
selama ini dianggap berada di luar jangkauan Hukum 
Islam. 
Peranan Filsafat Hukum Islam dalam menalar hukum 
Islam dapat diterangkan sebagai berikut: 
a.       Filsafat Hukum Islam adalah Kajian Filsafat 
Filsafat Hukum Islam merupakan salah satu cabang 




Filsafat Hukum Islam dibahas melalui pendekatan filsafat 
yang amat identik dengan akal sebagai sarananya. Dengan 
demikian, metode atau cara kerja Filsafat Hukum Islam 
adalah metode atau cara kerja akal. Dan sesuai dengan 
karakter akal yang abadi dalam proses perkembangan, 
dengan kata lain filsafat hukum Islam menganalisa segala 
proses pembentukan sebuah hukum mulai pengambilan 
dari sumber hukum, proses pengolaan, dan pembagiannya 
sehingga menjadi sebuah hukum independen, namun 
tidak hanya berhenti disitu, melainkan terus berusaha 
untuk mengetahui segala yang terkandung dalam hukum 
itu sendiri, baik tujuan dan fungsinya, demikian pula 
halnya dengan semua kajian filsafat. 
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa dengan 
mempelajari Filsafat Hukum Islam ini kita akan diantarkan 
menuju kesadaran yang tinggi dalam menghayati makna 
perintah dan larangan agama. Hal ini disebabkan, karena 
ia melihat perintah dan larangan itu bukan dari segi halal 
dan haram, namun dari segi hikmah atau falsafah yang 




Tidak salah lagi, kajian Filsafat Hukum Islam ini 
mampu menambah kemantapan seorang muslim dalam 
menjalankan syariat agamanya. Namun demikian, tidak 
menutup kemungkinan bahwa kajian Filsafat Hukum 
Islam juga bisa mengantarkan seorang muslim menuju 
keraguan abadi dalam menjalankan perintah dan larangan 
agama, sebagaimana halnya semakin banyak kita saksikan 
dimana-mana. 
Filsafat sebagai “metode” telah banyak membantu 
kaum muslim meyakini ketepatan hukum Islam dalam hal 
mengantarkan kepada kebahagiaan hakiki. Namun filsafat 
sebagai “hasil” telah banyak pula memakan korban, baik 
dari kalangan “intelektual”, apalagi dari kalangan awam. 
b.      Filsafat Hukum Islam adalah Kajian Filsafat Hukum 
Filsafat Hukum Islam merupakan salah satu cabang 
Filsafat Hukum secara umum. Oleh karena itu, kajian 
terhadap Filsafat Hukum Barat atau Timur sudah 
sewajarnya atau seharusnya dilakukan terlebih dahulu 
sebelum memasuki kajian Filsafat Hukum Islam. Sehingga 
kita memiliki pengetahuan dasar akan kedudukan Filsafat 




Berdasarkan fakta tersebut, sebenarnyalah memang 
Filsafat Hukum Islam sejak kemunculannya diarahkan 
untuk menjembatani orang-orang yang telah memiliki 
pemahaman yang matang tentang filsafat hukum secara 
umum baik para akademisi maupun para praktisi menuju 
pengetahuan Hukum Islam, dengan tetap memahaminya 
sesuai wawasan mereka semula. 
Adapun isi dari Filsafat Hukum adalah kajian-kajian 
yang telah dipelajari dan dikembangkan oleh orang Islam 
sejak ribuan tahun yang lalu. Yaitu kajian-kajian Usul al-
Fiqh, Qawa‟id Fiqhiyah, Qawa‟id Usuliyah, dan ilmu-ilmu 
metodologis yang lain. 
c.       Filsafat Hukum Islam adalah Kajian Ke-Islaman 
Filsafat Hukum Islam merupakan salah satu ilmu ke-
Islaman, di mana ilmu ke-Islaman ini telah tumbuh dan 
berkembang sejak lebih dari empat belas abad yang lalu. 
Sebagai kajian ke-Islaman, ia memiliki wilayah kajian yang 
amat luas, seluas kajian hukum Islam itu sendiri. Ia bukan 
hanya membahas hukum dari sisi lahiriah manusia, namun 





Selain itu, orang yang mempelajari Filsafat Hukum 
Islam diharapkan bukan hanya memahami rahasia-rahasia 
di balik perintah dan larangan hukum, namun juga 
mampu menghayati rahasia-rahasia itu ketika 
mengamalkan perintah atau menghindari larangan 
tersebut. 
Dari uraian diatas, peran Filsafat Hukum Islam adalah 
menjelaskan antara lain tentang rahasia-rahasia, makna, 
hikmah serta nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu fiqh. 
Sehingga kita melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam 
disertai dengan pengertian dan kesadaran yang tinggi. 
Dengan kesadaran hukum masyarakat ini akan tercapai 
ketaatan dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan 
hukum. 
Seorang yang mempelajari ilmu Fiqh bersamaan 
dengan mempelajari Filsafat Hukum Islam, akan semakin 
memahami di mana letak ketinggian dan keindahan ajaran 
Islam, sehingga menimbulkan rasa cinta yang mendalam 
kepada Sumber Tertinggi Hukum yaitu Allah SWT, kepada 
sesama manusia, kepada alam, dan kepada lingkungan di 




Dengan demikian, peranan mempelajari Filsafat 
Hukum Islam dapat dirinci sebagai berikut: Pertama: 
Semakin memantapkan keyakinan umat Islam akan 
keagungan Hukum Islam dibandingkan dengan hukum-
hukum yang lain (hukum produk manusia). Dimana 
hukum Islam bisa dibuktikan bukan hanya lebih benar dan 
unggul, namun juga lebih terhormat dan beradab 
dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Kedua: 
Keyakinan yang mantap itu menumbuhkan rasa taat 
hukum yang hampir tanpa “paksaan”. Umat Islam 
mentaati hukum bukan karena terpaksa, namun karena 
rasa cinta, karena ia berasal dari Tuhan Maha Adil dan 
Pengasih. Ia taat kepada hukum karena keyakinan bahwa 
hukum dibuat sebagai perwujudan cinta Tuhan kepada 
makhluk-Nya. 
Beberapa ahli fiqih menyebutkan bahwa  diantara 
peran Filsafat Hukum Islam, ialah: 
a. Kajian Filsafat Hukum Islam dapat memberikan 
pengetahuan Hukum Islam secara utuh kepada ahli 




b. Filsafat Hukum Islam diperlukan bagi pengkajian 
mendalam setiap cabang ilmu Hukum Islam. 
c. Pengkajian Filsafat Hukum Islam memungkinkan 
pemahaman Islam secara menyeluruh (kaffah) dengan 
keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu-
ilmu agama lainnya, baik Ilmu Kalam, Filsafat, Tasawuf, 
Ilmu Al-Qur`an dan Al-Hadits. 
Hasbi Assiddiqy, menegaskan bahwa dalam 
kiprahnya Filsafat Hukum Islam mempunyai 2 (dua) peran 
penting, yaitu: (1) Tugas Kritis, yakni tugas 
mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang 
telah mapan di dalam Hukum Islam. (2) Tugas 
Konstruktif, yakni tugas mempersatukan cabang-cabang 
Hukum Islam dalam kesatuan system Hukum Islam 
sehingga nampak bahwa antara satu cabang Hukum Islam 










1. Kajian filsafat hukum Islam kurang mendapat perhatian 
yang semestinya pada masa klasik dan pertengahan 
Islam. Para ahli hukum Islam pada masa itu berhenti 
pada konsep maslahah sebagai tujuan hukum Islam 
(maqasid al-syari‟ah) ketika berbicara mengenai filsafat 
hukum Islam.  
2. Beberapa persoalan filsafat hukum Islam yang muncul 
dewasa ini adalah berkaitan dengan demokrasi dan 
keadilan, hak asasi manusia (HAM), persoalan gender, 
dan masalah-masalah lain serupa dalam dunia modern. 
3. Saat ini, filsafat hukum Islam mendesak dikembangkan 
untuk menjawab berbagai permasalahan dan tuntutan 
yang semakin komplek.  
4. Para ahli hukum Islam kontemporer terus berupaya 
merumuskan beberapa teori baru seperti double 
movement, teori redefinisi nasakh, teori hudud, dan teori 
hermeneutika untuk menandai arah baru pengkajian dan 





5. Buku ini juga mengurai tentang ; Konsep Filsafat Hukum 
Islam , Prinsip, Karakteristik, Sejarah dan Peranan 
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